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Economic exploitation of children remains a serious violation of
children's rights in Indonesia, particularly when the perpetrators
are the children's own parents, who bear the legal obligation to
protect and fulfill their children's rights. This phenomenon reflects
a gap between the legal norms prohibiting economic exploitation
of children and the reality of their enforcement in practice. This
study aims to analyze the basis of parents' criminal liability as
perpetrators of child economic exploitation from the perspective
of positive law, and to analyze parents' criminal liability as
perpetrators of child economic exploitation from the perspective
of Islamic criminal law, through a case study of Decision Number
259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr. This research employs a normative
juridical method wusing statutory, conceptual, and case
approaches. The legal materials consist of primary, secondary,
and tertiary legal sources collected through library research and
analyzed using a descriptive qualitative method. The findings
indicate that, from the perspective of positive law, the basis of
parents' criminal liability rests on the fulfillment of the elements of
Article 761 in conjunction with Article 88 of Law Number 35 of
2014 on Child Protection, as well as the violation of parents' legal
obligations under Article 26, however, this study finds that the
indictment drawn up by the Public Prosecutor in the case at hand
did not independently invoke the economic exploitation provision,
treating it merely as an aggravating factor within an indictment
centered on violence resulting in death. From the perspective of
Islamic criminal law, parents' criminal liability is based on the
fulfillment of taklif and intent (al-'amd), aggravated by the abuse
of their position of wildayah and nafaqah, such that the act is
qualified as jarimah ta'ziv, with appropriate sanctions consisting
of imprisonment, fines, or revocation of wildayah rights, rather than
corporal punishment such as flogging, which falls under the hudiid
category. This study concludes that positive law and Islamic
criminal law converge in treating parents' abuse of their position
as an aggravating factor in criminal liability, while also
complementing one another in the enforcement of the law against
child economic exploitation.

Abstrak

Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk
pelanggaran hak anak yang masih banyak ditemukan di Indonesia,
termasuk ketika pelakunya adalah orang tua kandung yang
seharusnya memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi
hak-hak anak. Fenomena tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur larangan
eksploitasi ekonomi anak dengan praktik penegakannya di
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lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar
pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi
ekonomi anak dalam perspektif hukum positif, serta menganalisis
pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi
ekonomi anak dalam perspektif hukum pidana Islam, melalui studi
Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui
studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum
positif, dasar pertanggungjawaban pidana orang tua bertumpu
pada terpenuhinya unsur Pasal 76l jo. Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta
pelanggaran terhadap kewajiban hukum orang tua dalam Pasal 26,
meskipun penelitian ini menemukan bahwa dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mendayagunakan pasal
eksploitasi ekonomi tersebut secara mandiri, melainkan hanya
menjadikannya faktor pemberat dalam dakwaan kekerasan yang
mengakibatkan kematian. Dalam perspektif hukum pidana Islam,
pertanggungjawaban pidana orang tua didasarkan pada
terpenuhinya faklif dan kesengajaan, yang diperberat oleh
penyalahgunaan kedudukan wilayah dan nafaqah, sehingga
perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir dengan
bentuk sanksi berupa pidana penjara, denda, maupun pencabutan
hak wilayah, bukan hukuman fisik seperti cambuk yang termasuk
kategori sanksi sudiid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum
positif dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam
memandang penyalahgunaan kedudukan orang tua sebagai faktor
pemberat pertanggungjawaban pidana, sekaligus saling
melengkapi dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi
ekonomi anak.

©900]
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PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap
warga negaranya, termasuk anak sebagai salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia. Anak
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya
melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi.! Sebagai
generasi penerus bangsa, anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

1 G. A. Sukawantara, A. A. S. L. Dewi, dan L. P. Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020), hlm. 221.
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28B ayat (2) UUD 1945.2 Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dijaga
harkat dan martabatnya, bukan sekadar objek yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain
termasuk oleh keluarganya sendiri.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan anak sebagai setiap
orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,
serta secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 76l juncto Pasal
88 undang-undang tersebut mengancam pelaku eksploitasi ekonomi anak dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).’> Yang menarik, undang-undang ini tidak membatasi subjek pelaku eksploitasi setiap orang
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk orang tua kandung, meskipun secara normatif
orang tua justru dibebani kewajiban hukum untuk mengasuh, melindungi, dan memenuhi hak anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Dengan kata lain, dasar hukum untuk
memidana orang tua yang mengeksploitasi anaknya sendiri sesungguhnya telah tersedia dalam
hukum positif.

Persoalannya, ketersediaan norma hukum tidak serta-merta menghapus praktik eksploitasi
ekonomi anak di lapangan, apalagi ketika pelakunya adalah orang tua sendiri. Data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 39 kasus (4,3%)
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dari total 823 kasus perlindungan khusus
anak,? sedangkan pada tahun 2024 tercatat 12 kasus (0,6%) dari 679 kasus perlindungan khusus
anak.’> Fenomena ini diperkuat oleh kasus konkret eksploitasi ekonomi terhadap balita yang berujung
pada kekerasan hingga hilangnya nyawa anak di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang
diputus dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR dengan orang tua kandung sebagai pelaku.

Ketika relasi pengasuhan yang seharusnya protektif justru berbalik menjadi relasi eksploitatif,
penegakan hukum menghadapi persoalan yang khas: bagaimana dasar dan bentuk

pertanggungjawaban pidana dikonstruksikan terhadap pelaku yang justru adalah pemegang

2 Ahmad Rivaldi, "Legal Protection and Children's Rights based on the 1945 Constitution in the Dynamics of Government
in Indonesia," Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2024): 1-8, hlm. 2.

3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

‘Bank Data Perlindungan Anak “Data Kasus Perlindungan Anak Dari Media Tahun 20237
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023 diakses pada tanggal
25Januari 2026 Jam 16.30.

5 Bank Data Perlindungan Anak “Data Perlindungan Anak 2024 https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-
perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023 diakses pada tanggagl 25Januari 2025 Jam 16.49
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kewajiban hukum untuk melindungi korban itu sendiri. Dalam praktik, masyarakat cenderung
memaknai tindakan tersebut sebagai bentuk "pengajaran" atau "keterpaksaan ekonomi" keluarga,
bukan sebagai tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada kesulitan
pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) dan penentuan derajat kesalahan orang tua sebagai pelaku,
di tengah relasi kekuasaan yang timpang antara orang tua dan anak. Akibatnya, meski norma
pemidanaan telah tersedia, penerapannya terhadap pelaku dalam lingkup keluarga tidak selalu
berjalan konsisten, dan daya cegah (deterrent effect) hukum pidana justru melemah pada ranah
domestik yang seharusnya paling aman bagi anak.

Konsep magasid al-syarTah menempatkan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan
keturunan (hifz al-nasl) sebagai dua dari lima tujuan pokok penetapan hukum (al-daririyyat al-
khams), sehingga eksploitasi anak oleh orang tua tidak dapat dilihat semata sebagai pelanggaran
administratif-pidana, melainkan sebagai perbuatan yang mencederai tujuan syariat itu sendiri.® Dari
sisi bentuk pertanggungjawabannya, hukum pidana Islam membuka ruang penjatuhan sanksi ta'zir
yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ijtihad ulil amri (hakim/penguasa) bagi
perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit kadar hukumannya (hudiid atau gqisas) dalam nas,
sebagaimana halnya eksploitasi ekonomi anak.” Karakter ta'zir yang fleksibel ini justru berpotensi
memperkuat, bukan menggantikan, kerangka hukum positif yang telah ada: hukum pidana Islam
menyumbangkan basis nilai etis mengapa perbuatan itu tercela (dari sisi dosa dan tanggung jawab
akhirat), sementara hukum positif menyediakan mekanisme penegakan formal yang mengikat secara
negara. Kajian atas dasar dan bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi
ekonomi anak dari kedua perspektif ini menjadi relevan untuk saling melengkapi, bukan saling
meniadakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut: di satu sisi,
hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar dan ancaman pidana bagi orang tua pelaku
eksploitasi ekonomi anak, namun penerapannya menghadapi hambatan tersendiri ketika pelaku
adalah pemegang kewajiban pengasuhan itu sendiri; di sisi lain, kajian yang menghubungkan
persoalan pertanggungjawaban pidana orang tua ini dengan perspektif Hukum Pidana Islam masih

minim, padahal perspektif tersebut menawarkan basis nilai etis-religius yang dapat memperkuat

¢ Muhamad Harun, Fauziah, Muhamad Sadi Is, Abdul Basir Bin Mohamad, dan Abdul Haq Syawqi, "The Ideal Legal
Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of Magqasid al-Shart‘ah and the Welfare State," JURIS
(Jurnal Ilmiah Syariah) 23, no. 1 (2024): 167-178, hlm. 171.

7 Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," Jurnal Tahqiqa: Jurnal llmiah Pemikiran
Hukum Islam 17, no. 2 (2023): 37-48, hlm. 45
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pemahaman atas keseriusan perbuatan tersebut. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR menjadi
studi kasus yang relevan karena merepresentasikan secara konkret bagaimana relasi kekuasaan orang
tua terhadap anak dapat berubah menjadi sarana eksploitasi ekonomi yang berujung fatal. Atas dasar
inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana
Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR)".

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian hukum
normatif berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku
manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya terbatas pada
teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, teori
hukum, serta konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban
eksploitasi ekonomi serta pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku, yang dianalisis
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ditinjau dalam perspektif
hukum pidana Islam.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku
dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma

hukum yang mengatur perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana.

Sumber Bahan Hukum
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber:
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat secara

langsung, seperti:
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a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Putusan pengadilan Nomor 259/Pid.Sus/2025/Pn. Ckr

2. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan data sekunder. Bahan hukum sekunder
adalah sumber informasi yang di terapkan untuk mendukung analisis hukum dengan memperkaya
pemahaman terhadap konteks normatif isu yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum
yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,
pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.®

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang analisis
mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi serta pertanggungjawaban
pidana orang tua sebagai pelaku, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian,
keberadaan bahan hukum sekunder menjadi landasan teoritis yang penting dalam memperkuat kajian
terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta memberikan sudut pandang yang lebih
komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam
memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan
awal serta petunjuk terhadap berbagai istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam
penelitian. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum tersier antara lain kamus umum, kamus
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus bahasa asing.

Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks
hukum. Dengan memanfaatkan bahan tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa penggunaan istilah
dan pemahaman terhadap norma hukum yang dianalisis tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan
konteks kajian. Hal ini penting guna menjaga kualitas analisis serta ketepatan penggunaan

terminologi sepanjang proses penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai sumber

hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang

8 Ibid., hlm.296
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relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak korban
eksploitasi serta pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku, termasuk dalam perspektif
hukum pidana Islam. Melalui metode ini, peneliti juga dapat mengkaji perkembangan teori, konsep,

serta pandangan para ahli guna memperkuat analisis terhadap isu yang diteliti.

Teknis Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data primer (Wawancara, dokumen hukum) dan sekunder (literatur jurnal)
secara sistematis.
2. Reduksi data

Menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu perlindugan terhadap anak korban
eksploitasi
3. Penyajian data

Menyusun data secara logis dan koheren berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual, seperti
teori keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak

4. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak
Dalam Perspektif Hukum Positif

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif pada dasarnya terdiri atas dua unsur
pokok, yaitu terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilanggar serta terpenuhinya syarat subjektif
pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban, meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya
kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dan tidak adanya alasan pemaaf.” Mengingat penelitian ini
menggunakan metode studi putusan, dasar pertanggungjawaban tersebut tidak cukup diuraikan secara

normatif semata, melainkan perlu diuji penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, sub-

® Hisamudin Rahimzai dan Naqibulla Mushfiq, “Ta’zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic
Jurisprudence and Afghanistan’s Enacted Laws,” Integrated Journal for Research in Arts and Humanities 3,no. 5 (2023):
1-14, hlm. 8.
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bab ini menguraikan dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi
anak melalui empat tahap analisis: unsur delik yang dilanggar (1), kedudukan khusus orang tua
sebagai pelaku (2), penerapan dasar tersebut dalam konstruksi dakwaan (3), serta kesimpulan dasar
pemidanaan yang sesungguhnya digunakan hakim dalam putusan a quo (4).
1. Unsur unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi anak Menurut Undang-undang
Perlindungan Anak

Ketentuan mengenai larangan eksploitasi ekonomi anak diatur secara tegas dalam Pasal 761
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi
maupun seksual terhadap anak. Ketentuan pidana atas pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal
88, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).'°

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tindak pidana eksploitasi ekonomi anak memiliki
beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu: (1) unsur subjek "setiap orang", yang
bersifat luas dan tidak mengecualikan orang tua kandung sebagai kemungkinan pelaku; (2) unsur
perbuatan, berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan; dan (3) unsur objek perbuatan, yaitu eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang dalam
praktiknya dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi
yang merugikan hak tumbuh kembang anak.!!
2. Kedudukan Orang Tua sebagai Subjek Hukum Pidana yang Memiliki Kewajiban Hukum

terhadap Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya menempatkan orang tua sebagai pihak yang
berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, tetapi secara bersamaan membebankan kewajiban hukum
kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, sebagaimana diatur
dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014. Kedudukan ganda ini sebagai pemegang kewajiban hukum
sekaligus subjek yang dapat dipidana menjadikan pertanggungjawaban pidana orang tua memiliki

karakter khusus dibandingkan pelaku pada umumnya, karena perbuatan pidana yang dilakukan

10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

' Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, dan Anas Malik, “Economic Exploitation of Children: Returning Child Labor
to the World of Education Through Interpersonal Communication Towards Equal Education,” HUMANISMA: Journal of
Gender Studies 6, no. 2 (2022): 212-223, hlm. 216.
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sekaligus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada dirinya. '

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagaimana dijelaskan pada Sub-bab 2.2.2,
kedudukan sebagai orang tua tidak menghapuskan, melainkan justru memperkuat dasar
pertanggungjawaban pidana, karena unsur kemampuan bertanggung jawab (kedua terdakwa
merupakan orang dewasa yang tidak terbukti mengalami gangguan jiwa) dan unsur kesengajaan
(perbuatan membawa anak untuk mengemis dilakukan secara berulang dan disadari) telah terpenuhi,
sementara tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban tersebut.

3. Analisis Kesenjangan antara Fakta Eksploitasi Ekonomi dan Dasar Dakwaan yang
Digunakan

Sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.1.3, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan
alternatif yang seluruhnya berorientasi pada unsur kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu
Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta Pasal
351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menariknya, Pasal 76l jo. Pasal 88 UU Perlindungan
Anak yang secara spesifik mengatur eksploitasi ekonomi anak sama sekali tidak dijadikan dasar
dakwaan, padahal fakta persidangan dan pertimbangan hakim sendiri (Sub-bab 4.1.5) mengakui
adanya unsur eksploitasi ekonomi dalam perbuatan para terdakwa.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya kecenderungan dalam praktik penegakan hukum untuk
memprioritaskan pasal dengan akibat hukum yang paling berat dan paling mudah dibuktikan secara
kausal dalam hal ini kematian korban dibandingkan menyusun dakwaan yang secara komprehensif
mencakup seluruh rangkaian perbuatan pidana yang terjadi, termasuk eksploitasi ekonomi yang
mendahului tindak kekerasan tersebut.

Kondisi ini menegaskan adanya persoalan struktural dalam penegakan hukum terhadap
eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua: norma pemidanaan dalam Pasal 76l jo. Pasal 88 pada
dasarnya telah tersedia dan secara faktual unsur-unsurnya terpenuhi (sebagaimana diuraikan pada
Sub-bab 4.2.1), namun penerapannya dalam praktik peradilan cenderung tenggelam ketika
berhadapan dengan tindak pidana lain yang berakibat lebih fatal. Hal ini menjadi salah satu bentuk
konkret dari kesenjangan antara das sollen dan das sein yang telah diuraikan dalam latar belakang

penelitian ini.

12 Jelena Durisi¢ dan Ivana Jabucanin, “Responsibility of Parents for Acts of Minors — Civil and Criminal Aspect,”
Zbornik Radova Centra za Edukaciju Sudija i Tuzilaca Republike Srpske 16, no. 16 (2025): 242-255, hlm. 255.
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4. Dasar Pemidanaan Orang Tua Menurut Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Hukum
Positif

Merujuk pada pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.1.5, dasar
pemidanaan terhadap kedua terdakwa dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.Ckr
dikonstruksikan melalui pembuktian unsur-unsur Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan
Anak, yaitu terpenuhinya unsur kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, didukung
oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan hasil visum et
repertum. Dari sudut pandang Teori Pertanggungjawaban Pidana (Sub-bab 2.2.2), pemenuhan unsur-
unsur tersebut menunjukkan bahwa keempat syarat pertanggungjawaban pidana melakukan
perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya
alasan pemaaf telah terpenuhi secara kumulatif pada diri kedua terdakwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana orang tua
sebagai pelaku dalam perkara ini, menurut perspektif hukum positif, bertumpu pada dua hal: pertama,
terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif tindak pidana sebagaimana didakwakan; dan kedua,
penyalahgunaan kedudukan sebagai orang tua yang memperberat derajat kesalahan pelaku, meskipun
sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.2.3 unsur eksploitasi ekonomi anak yang menjadi fokus

penelitian ini tidak didayagunakan secara maksimal sebagai dasar dakwaan yang berdiri sendiri.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-mas uliyyah al-
Jinaiyyah, yaitu kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang
dilakukannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu
yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat
dikenai sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.! Dalam hukum pidana Islam,
pertanggungjawaban pidana bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak manusia,
dan mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip syariat.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa setiap
perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT

berfirman dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38:

13 Abdul Qadir Audah, A¢-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, him. 392.
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“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang
memiliki tanggung jawab atas seluruh tindakannya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan
tindak pidana tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh
syariat (rukn syar’i). Perbuatan tersebut harus jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan
menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.'"* Unsur kedua adalah adanya perbuatan nyata yang
dilakukan oleh pelaku (rukn maddi), sedangkan unsur ketiga adalah adanya kesalahan atau niat dari
pelaku (rukn adabi). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana dalam hukum Islam.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam juga berkaitan dengan unsur kesengajaan (al- ‘amd)
dan kelalaian (al-khatha’). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki tingkat kesalahan
yang lebih berat dibandingkan perbuatan karena kelalaian. Kesengajaan terjadi apabila pelaku
mengetahui akibat dari perbuatannya dan tetap melakukan tindakan tersebut, sedangkan kelalaian
terjadi karena kurang hati-hati atau kurang memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Penentuan
bentuk kesalahan tersebut sangat penting karena memengaruhi jenis dan berat sanksi yang dijatuhkan
kepada pelaku.

Dengan demikian, konsep al-mas uliyyah al-jina’iyyah dalam hukum pidana Islam
menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan
perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban
tersebut didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, kemampuan bertanggung jawab, serta
unsur kesalahan dari pelaku. Melalui konsep ini, hukum pidana Islam berupaya mewujudkan
keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial sesuai dengan tujuan syariat
Islam.

Kekhususan pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku terletak pada kedudukannya
sebagai pemegang wilayah (perwalian) dan kewajiban nafagah (nafkah lahir batin) atas anak. Ketika
unsur taklif dan kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi pada diri orang tua,
penyalahgunaan kedudukan wilayah tersebut untuk mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi

menjadi faktor yang memperberat, bukan meringankan, derajat kesalahan pelaku.

14 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 89.
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2. Klasifikasi Jarimah Eksploitasi Anak

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yaitu segala
perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman tertentu. Jarimah
merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT yang dapat merugikan individu
maupun masyarakat.'> Eksploitasi terhadap anak, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi, kekerasan
fisik, maupun penelantaran, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa
dan kemanusiaan dalam Islam sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu jarimah.

Secara umum, para ulama membagi jarimah ke dalam tiga kategori utama, yaitu jarimah hudud,
jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta’zir.'® Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang jenis dan
hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti zina, pencurian, dan
perampokan. Sementara itu, jarimah qishash-diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan
anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Adapun jarimah ta’zir adalah tindak pidana
yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat sehingga penjatuhan
sanksinya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Jarimah ta’zir merupakan bentuk tindak pidana yang penentuan sanksinya diserahkan kepada
hakim berdasarkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat.!”
Dalam konteks eksploitasi anak, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang
dianggap mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak anak sebagai korban.
Bentuk hukuman ta’zir dapat berupa teguran, denda, penjara, maupun hukuman lain yang sesuai
dengan kondisi masyarakat dan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Eksploitasi ekonomi terhadap anak termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hifz
al-nafs dan hifz al-nasl dalam maqashid syariah. Islam melarang seseorang memanfaatkan kelemahan
orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi, terlebih terhadap anak yang belum mampu
melindungi dirinya sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 9:

i ¥ 38 5l 0 )l eile 108 G 555 2alX (15855 31 58 Gl

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan
keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh
sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur

kata yang benar.

15 Ahmad Hanafi, Op. cit, hlm. 6.
16 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, Jilid I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, him. 79.
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan
dan perlindungan anak sehingga segala bentuk eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan yang
dilarang.

Klasifikasi eksploitasi anak sebagai jarimah ta’zir menunjukkan bahwa hukum pidana Islam
memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan di masyarakat. Meskipun
eksploitasi anak tidak disebutkan secara rinci dalam nash, Islam tetap memberikan ruang bagi hakim
untuk menetapkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok
lemah.'® Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap relevan dalam menangani tindak pidana
modern seperti eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Dengan demikian, eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan
sebagai jarimah ta’zir karena bentuk dan sanksinya tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur’an
maupun hadis. Namun apabila eksploitasi tersebut disertai kekerasan fisik yang menyebabkan luka
atau kematian, maka dapat pula berkaitan dengan jarimah qishash-diyat. Klasifikasi tersebut
menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap anak melalui
penjatuhan sanksi yang bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap jiwa
manusia.

3. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kemudaratan terhadap orang
lain dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak manusia. Eksploitasi
terhadap anak termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan,
kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Anak dalam Islam dipandang sebagai
amanah yang wajib dijaga keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraannya.'® Oleh karena itu, pelaku
eksploitasi anak harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam pada umumnya dikategorikan sebagai
jarimah ta’zir. Hal ini karena Al-Qur’an dan hadis tidak mengatur secara khusus bentuk hukuman
tertentu terhadap pelaku eksploitasi anak Dalam sistem fa zir, kewenangan menentukan jenis dan
berat hukuman diberikan kepada hakim atau pemerintah berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, akibat
yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku

eksploitasi anak dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kejahatan yang terjadi di

18 Abdul Aziz Amir, At-Ta zir fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, him. 57.
19 Dwi Hilana Yesika, “Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam,” TADARUS,
Vol. 3 No. 2, 2017, him. 45.
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masyarakat.

Salah satu bentuk sanksi 7a zir yang dapat diterapkan terhadap pelaku eksploitasi anak adalah
hukuman penjara. Hukuman ini bertujuan membatasi kebebasan pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sebagai
kelompok rentan. Penjara juga berfungsi sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahan
dan tidak lagi melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.

Selain pidana penjara, pelaku eksploitasi anak juga dapat dikenai hukuman denda (gharamah).
Hukuman denda diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan
akibat tindak pidana yang dilakukan.?’ Dalam konteks eksploitasi anak, denda dapat dijadikan sarana
untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau membantu pemulihan kondisi korban akibat
tindakan eksploitasi yang dialaminya.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak dalam hukum pidana Islam tidak hanya
bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum.
Hal ini sejalan dengan tujuan magqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-
nasl (menjaga keturunan). Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan hak-hak anak dapat
terlindungi dan masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan maupun eksploitasi
terhadap anak.

Islam juga menegaskan larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain sebagaimana
kaidah fikih:

Y 35508 51 Vs 55 V) eV 55508

Kaidah tersebut berarti “tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang
lain. ! Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan
penderitaan fisik, mental, maupun sosial harus dikenai sanksi demi mencegah kemudharatan yang
lebih besar.

Selain memberikan hukuman kepada pelaku, hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya
perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Anak korban eksploitasi berhak memperoleh
perlindungan, perawatan, pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak agar dapat tumbuh dan
berkembang secara baik. Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak
bukan hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga menciptakan keadilan dan perlindungan

sosial bagi masyarakat.

20 Topo Santoso, Op. Cit, him. 117.
2! Jalaluddin As-Suyuthi, A/l-Asybah wa An-Nazhair, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 87.
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Dengan demikian, bentuk sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak dalam perspektif hukum
pidana Islam pada umumnya termasuk dalam kategori jarimah ta’zir. Bentuk sanksi tersebut dapat
berupa pidana penjara, denda, pencabutan hak wilayah, maupun sanksi sosial sesuai dengan tingkat
kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera
kepada pelaku, melindungi hak-hak anak, serta menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat Islam.

4. Analisis Putusan Nomor 259/Pid.sus/2025/PN.Ckr berdasarkan perspektif hukum pidana
islam

Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr merupakan perkara kekerasan dan eksploitasi
terhadap anak yang mengakibatkan meninggalnya korban yang masih berusia 3 tahun 8 bulan. Dalam
perkara tersebut, korban mengalami kekerasan fisik secara berulang serta dieksploitasi secara
ekonomi dengan cara diajak mengemis oleh para terdakwa. Apabila ditinjau dari perspektif hukum
pidana Islam, perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip
perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dalam konsep magashid
syariah. Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga keselamatan dan
kesejahteraannya, sehingga segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak merupakan
perbuatan tercela.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan kekerasan yang dilakukan secara sadar hingga
menyebabkan kematian termasuk perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan berat. Berdasarkan
fakta persidangan, korban mengalami pemukulan, tendangan, dan penganiayaan menggunakan benda
tertentu hingga menyebabkan luka serius dan meninggal dunia. Tindakan tersebut menunjukkan
adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut penulis, perbuatan
para terdakwa tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan hilangnya
rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak yang seharusnya dilindungi.

Apabila dianalisis berdasarkan klasifikasi jarimah dalam hukum pidana Islam, perbuatan para
terdakwa dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak
diatur secara spesifik dalam kategori hudud. Namun karena perbuatan tersebut juga mengakibatkan
hilangnya nyawa korban, maka terdapat unsur tindak pidana terhadap jiwa yang dalam hukum Islam
dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup manusia. Dengan demikian, hakim
memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang berat demi menciptakan kemaslahatan dan
memberikan perlindungan terhadap anak-anak lainnya.

Ditinjau dari prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi terhadap para
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terdakwa pada dasarnya telah mencerminkan adanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan
yang dilakukan. Hal tersebut karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana atas tindakan kekerasan dan
eksploitasi terhadap anak. Dalam Islam, setiap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan
perbuatannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya™

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat melepaskan diri dari
tanggung jawab atas perbuatannya, terlebih apabila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan dan
hilangnya nyawa orang lain.

Meskipun demikian, menurut pandangan penulis, sanksi dalam putusan tersebut masih dapat
diperdebatkan dari sisi rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena korban masih berusia balita dan
mengalami kekerasan berulang dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, yaitu orang
tuanya sendiri. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan orang tua yang menyalahgunakan
amanah terhadap anak merupakan bentuk kezaliman yang berat karena dilakukan terhadap pihak yang
lemah dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat dapat
menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar benar-benar mencerminkan
keadilan bagi korban.

Dalam perspektif perlindungan anak, putusan ini juga menunjukkan bahwa negara telah
berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban melalui proses peradilan dan
pemidanaan terhadap pelaku. Perlindungan anak dalam Islam bukan hanya tanggung jawab keluarga,
tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap
pelaku eksploitasi anak menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan hak
keamanan anak-anak lainnya.

Namun demikian, menurut penulis perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan
melalui penjatuhan hukuman setelah terjadinya tindak pidana. Pencegahan juga harus dilakukan
melalui pengawasan terhadap keluarga rentan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan edukasi
mengenai hak-hak anak. Dalam perkara ini, eksploitasi ekonomi terhadap anak menunjukkan adanya
faktor sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, upaya
perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan kemaslahatan dan
menjaga kehidupan manusia. Tindakan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian jelas

bertentangan dengan tujuan tersebut karena menghilangkan hak hidup anak sebagai manusia yang
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harus dilindungi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 9:
I ¥ 38 sl 0 ) Ele Tile 108 s 555 2alS (15805 3 58D il

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan
keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh
sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur
kata yang benar.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak-anak
yang lemah dan melarang segala bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan terhadap mereka.

Dengan demikian, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr pada dasarnya telah
mencerminkan adanya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi dan
kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi
yang dijatuhkan masih dapat dipandang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan efek jera
secara maksimal mengingat beratnya penderitaan yang dialami korban. Menurut penulis, penegakan
hukum terhadap kasus eksploitasi anak harus dilakukan secara lebih tegas dan disertai upaya
perlindungan preventif agar tujuan hukum Islam dalam menjaga jiwa dan melindungi anak dapat
terwujud secara optimal.

Berdasarkan uraian mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam,
penulis berpendapat bahwa orang tua dalam Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban
pidana. Pelaku melakukan perbuatan dengan sadar, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta
melakukan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam.
Perbuatan mengeksploitasi anak demi memperoleh keuntungan ekonomi merupakan bentuk
pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua untuk memelihara dan
melindungi anak.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, eksploitasi anak tidak termasuk dalam kategori hudiid
maupun gisas-diyat, sehingga diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Oleh karena itu, penentuan
jenis dan berat ringannya pidana menjadi kewenangan wul/il amri atau hakim dengan
mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kemaslahatan masyarakat,
serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana orang tua dalam
perkara ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga
sebagai sarana perlindungan terhadap anak dan upaya mewujudkan tujuan hukum pidana Islam

berupa keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

727



Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN.CKR)
Rieva Apsika Raihan’, Sifa Mulya Nurani’

SIMPULAN

1. Dasar pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam
perspektif hukum positif bertumpu pada dua hal. Pertama, terpenuhinya unsur-unsur tindak
pidana eksploitasi ekonomi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 761 jo. Pasal 88 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara faktual terbukti dalam
perkara ini dan bahkan diakui langsung oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Kedua,
kedudukan orang tua sebagai subjek hukum yang justru dibebani kewajiban melindungi anak
berdasarkan Pasal 26 undang-undang yang sama, sehingga penyalahgunaan kedudukan tersebut
menjadi dasar pemberat pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, penelitian ini
menemukan bahwa penerapan dasar pertanggungjawaban tersebut dalam praktik belum
optimal: Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan yang seluruhnya bertumpu pada Pasal 76C
jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan KUHP mengenai
kekerasan yang mengakibatkan kematian, tanpa mendayagunakan Pasal 761 jo. Pasal 88
sebagai dasar dakwaan yang berdiri sendiri, sehingga unsur eksploitasi ekonomi hanya menjadi
faktor pemberat, bukan dasar pemidanaan yang mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara ketersediaan norma hukum positif dan penerapannya secara konsisten
dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika pelaku eksploitasi ekonomi anak adalah
orang tua kandung korban sendiri.

2. Pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam
perspektif hukum pidana Islam didasarkan pada terpenuhinya unsur mas'tliyyah jina'iyyah,
yaitu taklif (kecakapan bertanggung jawab) dan kesengajaan (al-'amd), yang diperberat oleh
penyalahgunaan kedudukan wilayah (perwalian) dan kewajiban nafagah yang melekat pada
orang tua terhadap anak. Karena bentuk dan kadar sanksinya tidak diatur secara tegas oleh nas,
eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yang penentuan
sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan
(maslahah) serta prinsip maqasid al-syarT'ah, khususnya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan
menjaga keturunan (hifz al-nasl). Bentuk sanksi ta'zir yang relevan diterapkan kepada orang
tua sebagai pelaku bukan berupa hukuman fisik, melainkan pidana penjara, denda/ganti rugi
(gharamah), teguran dan pembinaan (ta'dib), maupun pencabutan hak wilayah terhadap anak
yang tersisa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kualifikasi ta'zir tersebut berlaku khusus

untuk perbuatan eksploitasi ekonominya, sementara akibat kematian korban dalam perkara ini
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termasuk ranah jartmah terhadap jiwa yang secara konseptual terpisah. Analisis terhadap

putusan a quo menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan hakim yang memberatkan

kedudukan pelaku sebagai orang tua sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, bentuk-bentuk
sanksi ta'zir komplementer seperti pencabutan hak wilayah dan kewajiban ganti rugi belum
tampak dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum
pidana Islam pada dasarnya memiliki titik temu dalam memandang keseriusan perbuatan eksploitasi
ekonomi anak oleh orang tua sebagai pelaku, khususnya dalam hal penyalahgunaan kedudukan
sebagai pengasuh sebagai faktor pemberat pertanggungjawaban. Namun kedua perspektif tersebut
juga saling melengkapi: hukum positif menyediakan norma dan ancaman pidana yang mengikat
secara formal, sedangkan hukum pidana Islam menyumbangkan basis nilai etis-religius serta
fleksibilitas bentuk sanksi melalui mekanisme ta'zir yang dapat memperkaya penerapan hukum

positif itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku
eksploitasi anak dalam perspektif hukum pidana Islam serta analisis terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Cikarang Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Ckr, penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut.

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa)

Hakim dan jaksa diharapkan tidak hanya berorientasi pada penerapan pidana pokok
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi
juga mempertimbangkan penerapan sanksi tambahan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi
anak (the best interests of the child). Dalam perspektif hukum pidana Islam, orang tua yang terbukti
melakukan eksploitasi terhadap anak telah menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt.,
sehingga secara moral maupun hukum telah kehilangan kelayakan sebagai pengasuh.

2. Kepada Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta pemerintah daerah
diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap keluarga yang berada dalam kondisi rentan secara
ekonomi maupun sosial. Pengawasan tersebut perlu disertai dengan program pemberdayaan ekonomi,

bantuan sosial yang tepat sasaran, pendampingan psikososial, serta pembinaan keagamaan dan
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spiritual bagi orang tua.
3. Kepada Masyarakat dan Tokoh Agama
Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif
dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak anak dan bahaya eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Perlu dibangun pemahaman bahwa anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib dipelihara,
dididik, dan dilindungi, bukan dijadikan sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana orang
tua sebagai pelaku eksploitasi anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor
259/Pi1d.Sus/2025/PN Ckr dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya
diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji efektivitas penerapan sanksi ta'zir

yang bersifat edukatif dan rehabilitatif terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak.
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